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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Islam kultural dalam konsep Nurcholish Madjid tercermin dalam tiga tema pokok, 

yaitu “sekularisasi”, “Islam Yes, Partai Islam No”, dan tidak ada konsep Negara 

Islam atau “apologi negara Islam”. Ketiga konsep pemikirannya itu 

diproklamirkan pada tanggal 2 Januari 1970 dan 30 Oktober 1972. Sekularisasi 

menjadi faktor utama dalam merumuskan dua tema berikutnya. Menurut 

Nurcholish Madjid sekularisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai 

yang sudah semestinya bersifat duniawi (profan), dan melepaskan umat Islam dari 

kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Dengan kata lain, sekularisasi dalam 

pandangan Nurcholish Madjid adalah desakralisasi terhadap segala sesuatu selain 

hal-hal yang benar-benar bersifat Illahiah (transendental), yaitu dunia ini. 

Sekularisasi dalam pandangan Nurcholish Madjid bukan dimaksudkan sebagai 

penerapan dari sekularisme. Untuk mendukung pandangannya itu, dia mengutip 

pendapat yang dikemukakan oleh Robert N. Bellah, Talcott Parson, dan Harvey 

Cox. 

  Dengan sekularisasi, maka segala sesuatu selain Allah, dalam pandangan 

Nurcholish Madjid, menjadi tidak sakral. Dalam hal ini partai Islam dan konsep 

negara Islam juga menjadi tidak sakral karena ia merupakan urusan duniawi. 

Karena kedua hal tersebut tidak sakral maka umat Islam dibenarkan untuk 

melakukan ijtihad demi kemajuan umat Islam dan untuk menghadapi tantangan 

zaman. Dengan demikian, umat Islam tidak memiliki beban apabila tidak memilih 

partai Islam atau tidak menegakkan negara Islam. 

  Namun di sini, menurut saya, Nurcholish Madjid tidak memberikan 

batasan-batasan yang jelas apa saja yang harus dikenakan konsep sekularisasinya. 

Saya berpendapat bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan dunia harus 

disekularisasikan atau didesakralisasikan. Terdapat beberapa masalah yang harus 

tetap disakralkan, misalnya seperti perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan 

dalam Islam harus tetap disakralkan karena jika tidak disakralkan yang akan 

muncul perzinahan yang merajalela.  

168 
Islam kultural..., Jamilludin Ali, FIB UI, 2010.



Universitas Indonesia 

  Selain itu, konsep sekularisasi Nurcholish Madjid yang tidak mengenal 

batasan—semua nilai-nilai duniawi menjadi tidak mutlak karena hanya Allah 

yang mutlak—menurut saya akan mengakibatkan semua nilai-nilai yang ada 

menjadi relatif. Dengan demikian, pendapatnya sendiri juga akan terkena 

relativitas ini karena ia merupakan bagian dari pemikiran yang menyangkut 

masalah-masalah keduniawian, bukan sesuatu yang berkaitan dengan Allah. 

Apakah pendapat Nurcholish Madjid ini tidak menjadi relatif? Saya rasa ini tidak 

mungkin karena sebagaimana yang dikatakan Nurcholish Madjid sendiri segala 

sesuatu yang berkaitan dengan duniawi harus disekularisasikan atau 

didesakralisasikan. Jika semua pendapat menjadi relatif lalu pendapat manakah 

atau pendapat siapakah yang akan menjadi pegangan umat Islam? 

  Dua alasan di atas yang menjadikan saya kurang setuju dengan konsep 

sekularisasi Nurcholish Madjid karena dia tidak memberikan batasan-batasan 

yang jelas. Seharusnya, Nurcholish Madjid memberikan batasan yang jelas 

misalnya konsep sekularisasinya hanya dikenakan kepada partai politik Islam dan 

negara Islam. Sementara lainnya tidak.  

  Sementara itu, gagasan Islam kultural Nurcholish Madjid yang 

menekankan pentingnya dilaksanakannya nilai-nilai substansi Islam, yaitu 

keadilan, kesamaan, partisipasi, musyawarah, dan lain sebagainya tanpa harus 

dalam kerangka negara Islam, dapat saya terima. Nilai-nilai keislaman tersebut 

dapat dilaksanakan oleh organisasi-organisasi non-politik, seperti organisasi 

pendidikan, dakwah, seni, dan lain sebagainya. Apabila nilai-nilai keislaman 

tersebut telah dilaksanakan maka suatu negara, menurut Nurcholish Madjid, apa 

pun bentuknya, telah sesuai dengan Islam. Negara Indonesia yang memiliki 

ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena nilai-nilai keislaman 

telah terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, umat Islam di 

Indonesia tidak perlu atau bahkan tidak diharuskan mendirikan negara Islam di 

Indonesia. 

  Pendapat Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa tidak ada negara 

Islam dalam pandangan saya dapat dibenarkan. Apalagi pendapatnya ini 

dikemukakan pada masa awal Orde Baru yang tidak simpati kepada Islam politik. 

Dengan mengemukakan pandangan itu, umat Islam dapat berperan aktif dalam 
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pembangunan bangsa Indonesia karena pemerintah Orde Baru tidak lagi 

mencurigai mereka sebagai penentang ideologi negara (Pancasila). 

  Selain itu, menurut saya sebutan negara Islam secara formal memang tidak 

pernah ditemukan dalam sejarah Islam klasik (pada masa Nabi dan Khalifah 

Rasyidin). Pada masa Nabi SAW memang benar bahwa hukum atau aturan-aturan 

yang diterapkan adalah hukum Islam, tetapi Nabi SAW sendiri tidak pernah 

secara eksplisit menyebutkan negara yang dipimpinnya itu sebagai negara Islam. 

Begitu pula pada masa Khalifah Rasyidin. 

  Nabi SAW menyerahkan sepenuhnya sistem kenegaraan kepada ijtihad 

umat Islam. Misalnya dalam hal pemilihan kepala pemerintahan pada masa 

Khalifah Rasyidin. Abu Bakar dipilih sebagai Khalifah menggunakan sistem 

pemilihan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Sementara itu, Umar 

bin Khattab dipilih melalui surat “wasiat” dari Abu Bakar. Artinya, Umar dipilih 

sebagai khalifah melalui penunjukan Abu Bakar. Adapun Utsman bin Affan 

dipilih berdasarkan perwakilan. Dalam hal ini, sebelum Umar meninggal, dia telah 

menunjuk enam orang sahabat terkemuka untuk memilih di antara mereka 

menjadi khalifah. Dalam pemilihan itulah Utsman terpilih sebagai khalifah. 

Terakhir Ali bin Abi Thalib. Dia dipilih oleh umat Islam tanpa melalui perwakilan 

ataupun penunjukan melainkan dipilih langsung oleh umat, karena pada saat itu 

umat Islam menganggap sahabat yang paling layak dan masih hidup untuk 

dijadikan khalifah adalah Ali. Dari pemilihan keempat Khalifah ini terlihat bahwa 

yang menentukan adalah ijtihad umat Islam (sahabat). 

  Sesudah masa Khalifah Rasyidin, yaitu pada masa Dinasti Umayyah dan 

Abbasiyah, yang ada adalah sistem negara Kerajaan (Monarki Absolut) karena 

yang memerintah adalah keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan Bani 

Abbas. Dalam istilah Nurcholish Madjid masa ini adalah sistem negara Suku. 

Pada masa ini umat Islam tidak memiliki hak untuk memerintah karena yang 

berhak memerintah adalah keturunan raja. Walaupun keturunan raja itu seorang 

yang tidak memiliki akhlak seorang muslim ia tetap dibenarkan menjadi khalifah 

seperti Khalifah Yazid bin Muawiyah yang terkenal kejam karena telah 

membunuh cucu Nabi SAW, Husein bin Ali. Selain itu, Yazid juga dikenal 

sebagai seorang pemabuk. Jika dilihat dari ajaran atau nilai-nilai Islam sudah jelas 
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bahwa ia tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Tetapi 

dikarenakan sistem negara yang ada ketika itu bukan negara Islam maka hal itu 

sah-sah saja. 

  Di samping itu, menurut saya apabila negara Islam berhasil ditegakkan 

maka hukum Islam seperti apa yang akan ditegakkan dalam negara itu. Misalnya 

dalam hukum fiqh, apakah hukum yang akan ditegakkan hukum yang bermazhab 

Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hambali, Ja’fari, atau lainnya? Dalam bidang teologi, 

apakah teologi yang akan diakui oleh negara itu teologi Asy’ariyah, Mu’tazilah, 

Qadariyah, Jabariyah, Murjiah atau lainnya. Di Indonesia misalnya apakah yang 

akan diakui secara sah oleh pemerintah adalah NU, Muhammadiyah, Persis, atau 

lainnya? Atau misalnya negara yang telah berdiri itu tidak merujuk kepada salah 

satu mazhab atau golongan yang ada, melainkan berdasarkan penafsiran baru 

terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis, maka yang berhak menafsirkan itu siapa? 

Apakah mazhab yang telah ada dapat menerima penafsiran “baru” itu? Mengenai 

masalah Qunut yang sangat “sepele”, contohnya saja, antara NU dan 

Muhammadiyah tidak pernah menemukan kata sepakat. Itu dalam ibadah. Dalam 

bidang ekonomi, misalnya, ada yang mengatakan bahwa bunga bank haram, tetapi 

ada juga yang mengatakan bunga bank tidak haram. Belum lagi masalah 

penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Masalah-masalah ini justru akan 

membuat umat Islam yang berada dalam “Negara Islam” menjadi pecah dan tidak 

bersatu. Jadi, apa gunanya mendirikan suatu negara yang bernama negara Islam 

tetapi yang terjadi malah perpecahan di kalangan umat Islam. 

  Sementara itu, menurut saya, dengan menjadikan Islam sebagai ideologi 

negara akan mengakibatkan Islam setara dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti 

Pancasila, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Islam seharusnya lebih tinggi 

dari ideologi-ideologi itu. Artinya, Islam seharusnya ditempatkan sebagai sumber 

bagi ideologi-ideologi yang telah ada, bukan menjadikan Islam setara dengan 

ideologi-ideologi itu. Dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, justru akan 

merendahkan Islam apabila negara tersebut melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

  Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, saya setuju atau membenarkan 

pendapat Nurcholish Madjid yang menyatakan tidak ada negara Islam. Saya setuju 
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bahwa yang terpenting adalah dilaksanakannya nilai-nilai keislaman, seperti 

musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan lain sebagainya. Umat Islam dapat 

mendorong pemerintah melaksanakan nilai-nilai tersebut melalui organisasi-

organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dakwah,  dan lain sebagainya. 

  Jika nilai-nilai itu bisa dikembangkan, maka apa yang diinginkan oleh 

Nurcholish Madjid bahwa masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat Qurani 

yang secara tegas menerima yang ma’ruf dan menolak yang mungkar dapat 

tercapai. Dengan begitu kita dibenarkan, lanjut Nurcholish Madjid, memandang 

Indonesia sebagai sebuah “Negara Muslim”. 

  Setelah mengkaji pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Nurcholish 

Madjid, saya berkesimpulan bahwa dia sebenarnya menginginkan nilai-nilai 

keislaman diterapkan di Indonesia, tetapi bukan dalam kerangka formal negara 

Islam. Dengan tidak menyebutkan secara formal Indonesia sebagai negara Islam, 

maka nilai-nilai keislaman itu dapat diterima oleh semua golongan dan pemeluk 

agama lainnya tanpa harus merasa bahwa mereka telah melaksanakan nilai-nilai 

keislaman. Apalagi tulisan ini mengkaji hubungan Islam dengan negara pada masa 

Orde Baru yang pada awalnya tidak bersimpati pada Islam. Pendapat Nurcholish 

Madjid ini dapat melepaskan umat Islam dari kungkungan perjuangan negara 

Islam yang tidak disukai oleh Orde Baru. 

  Akan tetapi, gagasan Nurcholish Madjid ini kemudian menimbulkan 

respons yang luas dari berbagai kalangan, terutama kalangan intelektual Muslim 

Indonesia. Bagi para pengkritiknya, gagasan Nurcholish Madjid dianggap akan 

membawa kepada penerapan sekularisme dalam Islam. Padahal menurut mereka 

dalam Islam istilah itu tidak pernah ada. Istilah tersebut menurut mereka hanya 

ada di Barat atau dalam agama Kristen. Dikarenakan istilah sekularisasi tidak ada 

dalam Islam maka mereka menolak dengan keras gagasan Nurcholish Madjid 

tersebut. Dalam hal ini para pengkritik Nurcholish Madjid menyamakan antara 

sekularisasi dan sekularisme. 

  Dalam pandangan saya, para pengkritik Nurcholish Madjid telah 

menyamakan antara sekularisasi dengan sekularisme. Padahal, kedua istilah 

tersebut dalam pandangan Nurcholish Madjid memiliki perbedaan yang jelas. 

Perbedaan sudut pandang inilah yang menurut saya mengakibatkan perdebatan 
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mengenai gagasan Nurcholish Madjid lebih banyak berkisar pada permasalahan 

penggunaan istilah, bukan inti dari gagasannya itu, yaitu membebaskan umat 

Islam dari mensakralkan partai politik Islam dan konsep negara Islam. 

  Sementara itu dari kalangan yang mendukungnya mencoba memberikan 

penjelasan bahwa apa yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid tidak 

menyimpang dari ajaran Islam. Menurut mereka konsep negara Islam atau yang 

disebut dengan negara Islam tidak ada di dalam Alquran maupun Sunnah. Yang 

ada di dalam Alquran atau Sunnah, menurut mereka, adalah konsep tentang 

kehidupan bermasyarakat, seperti persamaan hak, keadilan, dan lain sebagainya. 

Konsep negera Islam, lanjut mereka, merupakan hasil ijtihad kaum Muslim dalam 

menghadapi ideologi Barat, seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme, dan 

komunisme. 

 Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Islam kultural 

cukup memberikan pengaruh positif bagi umat Islam di Indonesia pada masa Orde 

Baru. Ketegasan Islam kultural mengenai tidak adanya negara Islam dan ideologi 

Islam membuatnya tidak dicurigai oleh rezim Orde Baru. Bahkan Islam kultural 

mampu merubah persepsi pemerintah Orde Baru yang sebelumnya menganggap 

Islam mempunyai keinginan besar untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. 

Dengan berubahnya persepsi pemerintah Orde Baru tersebut, maka pemerintah 

lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan umat Islam, seperti mengirimkan 

dai ke berbagai daerah transmigrasi, membangun masjid melalui Yayasan Amal 

Bakti Muslim Pancasila yang dipimpin langsung oleh Soeharto, mendukung 

pembentukan ICMI, pengesahan undang-undang Peradilan Agama, dan lain 

sebagainya. Dukungan pemerintah ini tidak akan ada apabila umat Islam masih 

saja terpaku dengan perjuangan politiknya yaitu terbentuknya negara Islam di 

Indonesia. 

 Namun harus diakui bahwa setelah masa Orde Baru, setelah rezim itu 

runtuh pada tahun 1998, gagasan Islam kultural menjadi tidak “menarik” bagi 

sebagian kalangan di Indonesia karena mereka mungkin berpandangan bahwa 

politik akan memudahkan perjuangan umat Islam pada saat kondisi negara dalam 

masa transisi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bermunculan partai-partai 

politik Islam di Indonesia, seperti Partai Keadilan (kemudian menjadi Partai 
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Keadilan Sejahtera), Partai Bulan Bintang, Partai Masyumi Baru, dan lain 

sebagainya. Dengan kembali munculnya partai-partai Islam dapat saya simpulkan 

bahwa Islam kultural hanya memberikan pengaruh pada masa Orde Baru, yaitu 

ketika umat Islam tidak memperoleh kesempatan secara politik untuk berkembang 

dan meraih kekuasaan. Tetapi setelah kesempatan itu ada, umat Islam kembali 

memperjuangkan cita-citanya melalui jalur politik. Dengan demikian, gagasan 

Islam kultural Nurcholish Madjid hanya memberikan pengaruhnya ketika 

pemerintah yang berkuasa tidak memberikan kesempatan untuk berkembangnya 

Islam politik. 
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